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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kasus tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing).  

Pada tahun 2012- 2015 terdapat 13 kasus. kasus illegal fishing yang tidak 

memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 8 kasus dan 4 kasus tidak 

memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan 1 kasus tidak memiliki 

Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan yang marak sekarang 

sekali pemboman ikan  yang terjadi di wilayah Utara. 

2. Tindakan  yang dilakukan Polair Polda Gorontalo dalam penegakan 

hukum illegal fishing dengan cara upaya preventif yaitu sosialisasi kepada 

nelayan, membangun pos-pos pemantauan terhadap illegal fishing, 

kerjasama dengan istansi-instansi yang berhubungan dengan illegal 

fishing, dan upaya represif yaitu dengan mengajukan segala kasus ilegall 

fishing untuk disidangkan. 

5.2. Saran 

Adapun saran   yang dapat disampaikan dalam penelitian inia dalah: 

1. Mengingat kondisi perairan Gorontalo yang cukup panjang dan luas yaitu 

perairan selatan (Teluk Tomini) dan perairan Utara (Laut Sulawesi) perlu 

di bangun suatu pengadilan perikanan di Gorontalo, sehingga persoalan 

atau kasus secepatnya di sidangkan. 
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2. Aparat penegakan hukum khususnya hakim yang menagani tindak pidana 

illegal fishing di Gorontalo belum ada, sehingga proses penangan perkara 

tidak terlaksana 

3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tindak pidana illegal fishing 

yang dapat merugikan sumberdaya alam yang ada di laut. 

4. Dalam hal pengawasan sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Perlu dilakukan peningkatan sumberdaya manusia. 

b. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang 

operasional.  

c. Perlu adanya operasi pengamanan secara rutin operasi pengamanan, 

terpadu, terkordinasi dan dirahasiakan dengan terlebih dahulu 

dibentuk tim gabungan instansi-instansi terkait. 
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